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LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidaalierlepas dari kehidupan manusia.
Manusia bisa menjalankan aktivitas serta memenabala kebutuhan hidupnya, tidak lain
karena terdapatnya lingkungan hidup. Dengan kata lingkungn hidup merupakan sumber
pertama dan terutama bagi pemenuhan berbagai ketrubidup manusia.

Mengingat betapa penting arti lingkungan hidup bleghidupan manusia, maka perlu
diciptakan dan dipelihara keserasian dan keseinaran@, sehingga tidak terjadi masalah-
masalah lingkungan seperti merusak lingkungan, sreackan lingkungan, mengganggu
keindahan lingkungan, mengotori lingkungan dan kebagainya. Maka dibuatlah peraturan,
dalam hal ini Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997tdrey Pengelolaan Lingkungan Hidup,
yang diundangkan pada tanggal 19 September 19@mdambaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68. Secara nasional undang-unig@mgenjadi landasan hukum mengenai
pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Undangabgdini merupakan pengganti dari
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketenkigientuan Pokok Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang PersgelolLingkungan Hidup
(selanjutnya akan disebut UULH), dibuat untuk tnjumaewujudkan pembangunan berkelanjutan
yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pegusean manusia Indonesia seutuhnya
dan dalam rangka pembangunan masyarakat Indoredsratmya yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3 UULH).

Agar tercapai apa yang menjadi tujuan dibuatnyaangeundang tersebut, maka undang-
undang tersebut dilengkapi dengan mencantumkanketn pidana bagi pelaku perusakan

maupun pencemaran lingkungan hidup. Ketentuanhetrderdapat dalam ketentuan Pasal 41
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hingga Pasal 48, bahwa seluruh tindak pidana daghdingkungan hidup adalah merupakan
kejahatan, dan ancaman sanks pidana bagi pelakwoikup berat karena bersifat kumulatif,
yaitu dapat dijatuhi pidana penjara dan denda aeoarsamaan.Sanksi terberat adalah penjara
selama 15 tahun dan denda sebasar Rp. 750.000,0@@dangkan batasan minimalnya tidak
diatur. Dan apabila pelaku adalah korporasi, makeaman pidana denda diperberat dengan
sepertiga.

Ironisnya,meskipun telah ada perundang-undanganupuma peraturan-peraturan yang
diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan peashigan terhadap kelestarian lingkungan
dengan memberikan ancaman sanksi pidana yang citap namun toh kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, dari wilagatu ke wilayah lain, kondisi lingkungan
hidup di negara ini makin memprihatinkan. Satu gsu permasalahan lingkungan mencuat ke
permukaan, antara lain : sumber-sumber air mengepgnggalian pasir liar, hutan gundul, DAS
(daerah aliran sungai) kritis, bantaran sungaiddign hunian, daerah resapan hilang, sungai
penuh sampah, dan masih banyak lagi. Semua peahagsalersebut masih mempunyai akibat
lanjutan, yaitu terjadinya bencana yang lebih hesgperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan
dimungkinkan luapan Lumpur panas LAPINDO BRANTASjudiakibatkan oleh kelalaian
manusiaterhadap lingkungan hidupnya. Betapa liesagian yang harus kita derita apabila kita
lalai menjaga lingkungan.

Keadaan demikian itu tidak boleh dibiarkan berldamit dan harus segera dicari akar
permasalahannya mengapa para penjahat lingkunghlup hersebut seakan tidak takut atau
nekad melakukan kejahatan terhadap lingkunganddinesia. Hal-hal apa kiranya yang menjadi
faktor kriminogen ?Ataukah justru eksistensi damétadaan UULH itu sendiri yang perlu
diragukan ? Hal ini perlu dikaji agar undang-urgléersebut tidak bersifamubazir, melainkan
benar-benar bermanfaat untuk melindungi lingkuregar tetap lestari fungsinya.

RUMUSAN MASALAH
1. Apa faktor kriminogen dari tindak pidana lingigan yang terjadi di Indonesia ?

2. Bagaimana solusi untuk mengeliminir keberadtenfaktor-faktor kriminogen yang ada?
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PEMBAHASAN

Hukum merupakan sarana untuk merubah masyarakatsaama untuk mewujudkan
kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Peenggundam sebagai sarana ini dikarenakan
hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum if&trsrasional, integrative, memiliki
legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaaan dan memiliki sanksi (Bambang
Sunggono, 1994:78 ).

Nonet dan Selznick mengemukakan teori mengenai tiga keadaan dasamhudlalam
masyarakat ( Bambang Sunggono,1994:79), yaitu :

1. Hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alaukskan represif,di mana tujuan hukum
adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalghmpanan masyarakat;

2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranatg yaampu menjinakkan represi dan
melindungi integritasnya sendiri;

3. Hukum responsive, yaitu hukum merupakan sarananssptas kebutuhan-kebutuhan dan
aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga hukum tebifpgap terhadap kebutuhan masyarakat,
terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam petoken hukum maupun penentuan
kebijaksanaan publik dan lebih efektif dalam mem@angnasalah-masalah sosial. Dengan
kata lain, dalam tipe ini golongan masyarakat kpisbawah lebih mampu dan
berkesempatan melakukan gerakan emansipasi saosidl mewujudkan keadilan sosial.

Jenis ketiga inilah yang paling ideal untuk dibleulean. Berdasarkan uraian di atas bisa
dikemukakan bahwa tujuan dibuatnya suatu undangagaddalah untuk mencapai tujuan dari
masyarakat. Dengan demikian, undang-undang terdedius sesuai dengan nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat.

Undang-undang yang baik harus bisa melihat jauthelpan, seolah bisa meramal apa yang
akan terjadi apabila diberlakukan. Ketika sebualdpk perundang-undangan disosialisasikan,
akan terlihat apakah undang-undang tersebut sesaaitidak dengan keinginan/tujuan dari
masyarakat. Apabila selama disosialisasikan tegadolakan yang biasanya berbentuk unjuk
rasa maupun unjuk masa, maka itu bisa diartikamngadindang tersebut kurang sejalan dengan
tujuan masyarakat. Namun apabila keadaan di mdstatenang-tenangsaja, berarti sesuai
dengan tujuan maupun kepentingan masyarakat. Bagairhalnya bila dalam masyarakat
terjadi kontroversi, yaitu ada yang menolak namekabgus ada juga yang mendukung

pemberlakuannya? Hal itu berarti ada perbedaaai yahg berlaku dalam masyarakat tersebut.
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Di sinilah arti pentingnya pembentuk undang-undamgmerlukan dan mendapatkan bantuan
dari ahli-ahli ilmu sosial, termasuk ahli hukum wktmemahami keadaan masyarakat dan
perundang-undangan yang ada.

Undang-undang yang baik harus memenuhi kriterienitu atau memperhatikan beberapa
prinsip pokok dalam penyusunannya. Beberapa pripskok tersebut menurdflontesquieu

yang ditulis dalam bukunya yang berjudulEsprit des Loismeliputi :

1. Gaya bahasanya singkat dan sederhana;

2. lIstilah yang digunakan sedapat-dapatnya bersifedlate, tidak relatif, sehingga memberi
sedikit kemungkinan terjadinya perbedaan pandaatmanpenafsiran;

3. Undang-undang harus membatasi pada hal-hal yarig,rden menghindari kiaan-kiasan dan
hal-hal hipotesis;

4. Undang-undang tidak boletjlimetkarena harus dipahami juga oleh orang pada umumnya,;

5. Undang-undang tidak boleh mengaburkan masalah pgkollengan adanya pengecualian,
pembatasan atau perubahan, kecuali memang berardiparlukan;

6. Undang-undang tidak boleh terlalu banyak membegaa;

7. Yang paling penting, keberadaan undang-undang berskearus sudah dipertimbangkan
secara matang dan mempunyai kegunaan praktis, tideh mengguncangkan akal sehat
dan keadilan (Soedarto, 1983:22).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa undang-unda@gipakan sarana perekayasa
sosial atawsocial engineeringyaitu sarana untuk mempengaruhi masyarakat aggetad ke
arah yang dikehendaki oleh pengu&sasdangkanPodgorecki menyampaikan empat hal yang
merupakan prinsip-prinsip pokok yang harus dimilikeh seseorang sebagai pembentuk

undang-undang, meliputi :

1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaayesenya;

2. Mengetahui system nilai yang berlaku dalam masysdyak

3. Mengetahui hipotesa yang menjadi dasar pembentukdang-undang yang bersangkutan,
atau mengetahui hubungan kausal antara saranajdan yang hendak dicapai;

4. Menguji hipotesa tersebut, atau meneliti efek dawdlang-undang tersebut, termasuk efek
yang tidak diharapkan (Soedarto, 1983:23).

36



WACANA HUKUM VOL VIII NO. 2 OKTO 2009

Dengan berdasarkan kriteria tersebut di atas, lkisa melakukan penganalisaan serta
penilaian terhadap pembuat undang-undang sekahgsil kerjanya yang berupa undang-
undang, apakah masuk kategori baik ,atau kuranky b#u tidak baik. Kaedah hukum atau
peraturan hukum yang tertulis agar benar-benaubgsf, paling sedikit harus memenuhi empat
faktor (Soekanto, 1987:14), yaitu :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri. Agar sp&aturan itu dapat berlaku harus
memenuhi persyaratan yuridis, yaitu dibuat daeldérkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. Dalami meliputi petugas dalam
arti luas, yaitu penegak hukum (CATUR WANGSA)gauembaga pemerintahan.

Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukunggsetaan kaedah hukum.

Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup penati@rsebut
Pada awal pemberlakuannya, reaksi masyarakatdaphdiberlakukannya UULH tidak
mengalami penolakan oleh masyarakat yang berbentyik rasa ataupun unjuk masa.
Mulusnya UULH ini apakah mengindikasikan tingginkepatuhan masyarakat terhadap
hukum?

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaga dipengaruhi oleh beberapa
faktor, antara lain:

1. Takut akan sanksi negatifnya;

2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa maekam-rekan;

3. Hukum ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlalalath masyarakat, atau sejalan dengan
tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat;

4. Kepentingannya terjamin (Soekanto, 1989:198).

Namun adakalanya orang akan lebih mematuhi huk@am statu peraturan perundang-
undangan apabila kepatuhannya itu diberikan saydsg positif, yaitu berupa hadiah atau
penghargaan lainnya (Hamdan, 2000:7). Tidak adaemolakan dari masyarakat terhadap
berlakunya suatu peraturan perundang-undangan lapsé&ma artinya dengan masyarakat
tersebut mematuhinya? Jawabannya bisa didapatkelals&ita mengkaji perjalanan UULH ini
selama rentang waktu hampir sepulau tahun padadrsadt mana dalam kenyataannya banyak
sekali kejahatan terhadap lingkungan. Hal ini dilikan dari banyaknya kasus perusakan dan

pencemaran yang terjadi di seluruh wilayah Indanesi
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Awal mula lahirnya undang-undang lingkungan hidygufu Undang Undang Nomor 4
Tahun 1982, ternyata sebagai produk hukum yang paganya hanyalah sebadjai service
atau sekedar memenuhi kepantasan karena Indonesigpakan salah satu negara peserta
Konperensi Internasional tentang Lingkungan Hidagg tahun 1972 di Stockholm Swedia.
Dengan demikian wajar apabila undang-undang tetsetak bisa berfungsi dengan baik dalam
upayanya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidliqpgga akhirnya undang-undang tersebut
disempurnakan pada tahun 1997 dengan lahirnya UULH.

Selah hampir 10 tahun UULH berlaku mengapa kejahltgkungan hidup tidak terlihat
berkurang, melainkan ada kecenderungan mengalammgs@atan kualitas maupun jumlahnya ?
UULH telah mengatur beberapa hal-hal pokok yantudidalam UULH ini antara lain meliputi :
Pengertian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 1)

Wawasan Nusantara (Pasal 2)

Asas, tujuan dan sasaran (Pasal 3 danPasal 4)

Hak dan kewajiban atas lingkungan yang sehat (Bagah Pasal 6)

Peran serta masyarakat (Pasal 7)

Keterpaduan (Pasal 9,11 dan 12)

Sistem perijinan, pengawasan dan sanksi adminigiasal 18,19,22,25-27)
Audit lingkungan hidup (Pasal 28-29)

Ganti rugi (Pasal 34)

© © N o g s~ w D PE

10. Tanggung jawab mutlak pencemar (Pasal 35)
11. Sanksi pidana dan tindakan tata tertib (Pasal 41-47

Dari sekian hal pokok yang diatur dalam UULH terde ketentuan tentang sistem
perijinan, pengawasan dan sanksi administrasi (@pirserta ketentuan tentang sanksi pidana
dan tindakan tata tertib (poin 11), merupakan dalaying sering menimbulkan gejolak ketidak
puasan di masyarakat. Hal perijinan, pengawasaa tedakan tata tertib ditengarai seringkali
hanya sebagai birokrasi yang harus dilalui, darakadisebut sebagai tindakan basa-basi,
sekedar bagi-bagi amplop. Sedangkan ketentuamaidan tindakan tata tertib yang terdapat
dalam UULH tersebut dalam pelaksanaanya bidsaditkan bagaikan “macan ompong”,
dimana ujudnya menyeramkan namun tidak memilikiad&gtika ada mangsa yang harus

dihabisi. Kondisi seperti ini sangat pas bila Kitabungkan dengan banyaknya pelanggaran
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terhadap ketentuan UULH yang merupakan fakta dilgga, namun sangat sedikit perkara yang

diurus sebagai perkara hukum, apalagi sebagai i@epi@ana.

Asas yang dianut oleh UULH dalam hal penegakan imugigdana adalah asas subsidiaritas
atau sebagailtimum remediunfobat terakhir), yaitu berlakunya hukum pidardagiagunakan
apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksiiaidtratsi dan sanksi perdata, dan alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan hidup (garis bahehpenulis) tidak efektif dan/atau tingkat
kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibatupésnnya relative besar dan/atau
perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.eleeajan sengketa lingkungan hidup
disediakan sebagai alternatif dengan harapan aleringkatkan ketaatan masyarakat terhadap
system nilai tentang betapa pentingnya pelestat@mpengembangan lingkungan hidup dalam
kehidupan manusia masa kini dan kehidupan masaadppajelasan umum angka 7).

Dengan demikian dalam UULH ini hukum pidana hanyalaerfungsi sebagai penunjang
dari hukum yang lain, khususnya hukum administrEgicenderungan menggunakan sanksi
pidana sebagai obat terakhir dalam menangani nialsaggkkungan hidup sebenarnya merupakan
kelemahan. Hal ini didasarkan alasan-alasan sebagkut :

1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif mekaeriwaktu yang cukup lama, karena
besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-wlaktu sidang atau waktu
pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan bandiag kasasi, sementara
pencemaran/perusakan terus juga berlangsung deagata macam akibatnya.

2. Pada umumnya proses perkara perdata relatif mekaeriwaktu yang cukup lama, karena
besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-wlaktu sidang atau waktu
pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan bandiag kasasi, sementara
pencemaran/perusakan terus juga berlangsung deagata macam akibatnya.

3. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segeremerlukan waktu yang cukup
lama.

4. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak mpnkemungkinan pencemar atau
pencemar lain yang potensial untuk tidak melakugancemaran. Dengan kata lain efek
pencegahan dari sanksi-sanksi lain tidak dapatajitkan dengan baik.

5. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatlkenutypan perusahaan yang akan
membawa akibat pula kepada para pekerja, pengaarggkan menjadi bertambah, dapat
menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekolaonmya (Hamdan, 2000:18).
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Packer menyatakan bahwa sanksi pidana itu merupakanatdat sarana terbaik yang
tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahdtajghatan atau bahaya besar dan serta merta
untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (Har@0@0:18). Sedangkan manfaat yang
akan didapat apabila diterapkan sanksi pidana ramdn: pertama , pelaku menjadi jera,
sedang pelaku potensial lain akan enggan kareaa rmkmalukan dan menurunkan reputasinya
kalau sampai berurusan perkara pidana, apalagi aahmrus menerima sanksi pidana.
Sedangkan manfaat lainnya, yaitu apabila negarapumaumasyarakat hendak mengajukan
gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugiakanputusan pidana yang menyatakan
kesalahan terdakwa bisa dijadikan sebagai alati lyaktg sempurna. Apalagi bila gugatan
tersebut diajukan sekaligus dalam perkara pidangaBping itu penerapan sanksi pidana atas
badan hukum tidak membawa dampak terhadap burylaikannya, jika dibandingkan apabila
perusahaan/badan hukum tersebut dijatuhi sanksiingdrasi, di mana mungkin akan
menimbulkan PHK.

Meskipun bisa terlihat kelebihan atau manfaat gamggunaan hukum pidana sebagai
sarana penegakan hukum lingkungan, namun hal niyata jarang sekali diterapkan. Hal ini
tidak terlepas dari adanya kendala-kendala maupesulikan-kesulitan di lapangan yang
diakibatkan oleh pengaruh beberapa faktor.

Secara umum faktor-faktor yang biasa mempengalalbm proses penegakan hukum adalah :
1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnydamg-undangnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang mermbuoaupun menerapkan hukum

Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnydamg-undangnya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peaedakkum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukewrsetout berlaku atau diterapkan.

5. Faktor kebudayaan (Soekanto, 1986:5).

Kelima faktor tersebut akan digunakan sebagai @atok untuk menjelaskan bagaimana
pengaruhnya terhadap penegakan UULH.

Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini UULH itu der) terdapat beberapa hal yang
memberi peluang untuk/bisa menimbulkan kesulitaarda pelaksanaannya. Contohnya,
perumusan delik materiil yang mengutamakan habyaitarang adalah berupa akibat untuk

tindak pidana pencemaran. Padahal untuk sampauknyd akibat biasanya tidak dalam waktu
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sekejap, dan bahkan biasanya akibat muncul bukakuétan dalam sekali perbuatan, melainkan
beberapa kali, yang mana dimungkinkan pula pelakutigak sama untuk tiap kali perbuatan
itu terjadi. Bila demikian halnya maka akan timkabulitan untuk menentukan siapa yang mesti
dimintai pertanggung jawaban secara pidana.

Di samping itu, perangkat hukum di bidang lingkumdgadup belum lengkap dan tidak
jelas mekanismenya sehingga sering menimbulkamgehgan diantara para penegak hukum
itu sendiri, maupun dalam masyarakat. Bahkan senegimbulkan tuduhan akan adanya kolusi
(Dibyo Widodo, 1997:8).

Mengenai faktor penegak hukum, penanganan pelikagkungan hidup di Indonesia
belum dilakukan oleh penegak hukum yang memili&atdian khusus di bidang lingkungan
hidup. Selain itu, fokus perhatian para penegd&um masih tertuju pada kejahatan-kejahatan
konvensional Termasuk juga pemegang pemerintahan yang tidsk fmienciptakan suasana
yangkondusif bagi penegakan hukum, khususnya hukum pidana.yBag paling berpengaruh
adalah moralitas dari penegak hukum dan pemegangrpgahan.

Dari faktor sarana pendukung serta fasilitas yaipgrtbkan dalam penegakan hukum
lingkungan, khususnya sarana laboratorium yanglilinoleh aparat penegak hukum belum
memadai, sehingga sering menimbulkan keragu-raguary tentunya bisa mempengaruhi
putusan hakim.

Faktor masyarakat yang merupakan kendala bagigpkaa pidana terhadap pelanggar
UULH, beberapa kemungkinan antara lain: sikaggatis yang diakibatkan oleh ketidak
percayaan masyarakat terhadap kinerja aparat gerfegaim; pandangan masyarakat yang
belum menganggap perusakan lingkungan sebagaikb&njahatan yang serius; kemiskinan
;ketidak tahuan ; ketidak pedulian; rendahnya ttglendidikan; dan masih banyak lagi.

Faktor budaya yang menjadi kendala dalam penggwe#tsi pidana terhadap pelanggar
UULH misalnya, budaya&wuh-pekewuhyang mengedepankan perasaangkanatau tidak
enak hati kalau harus menghadapkan orang menjadiusan dengan hukum. Mungkin benar
kalau aliran Kriminologi kritis meragukan eksistehakum pidana untuk mencegah timbulnya
kejahatan. Pendukung aliran kriminologi kritis dan pendekatan konflik beranggapan bahwa
“...hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak menankan keinginan seluruh masyarakat

tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelonpalga masyarakat yang pada waktu itu
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memiliki kekuasaan dalam bidang politi, ekonomi dasial..”. Jadi dengan demikian hukum
dibuat dan ditegakkan untuk melindungi nilai dapé@ingan kelompok yang berkuasa.

Penjahat lingkungan hidup rata-rata adalah pengugahg dekat dengan penguasa atau
penguasa yang sekaligus jadi pengusaha. Mereka kmpada golongan yang mampu
mempengaruhi para pembuat undang-undang hinggantkegen mereka terlindungi. Dengan
kondisi demikian ini, maka undang-undanglah yarggry sebagai faktor kriminogen timbulnya
kehatan lingkungan.

Bisa juga kita menilai kondisi ini seperti yang alilsepkan dalam Teori Anomie- nya
Robert MertonSecara harfiah anomie berarti tanpa norma. Namng ganaksud anomie oleh
Merton di sini adalah keadaan yang membuat orang-orarignta di masyarakat bertindak
secara menyimpang daripada mematuhi norma-nornmd.sos

Teori Anomie ini dikembangkan akibat terjadinyagienpangan tingkah laku masyarakat
Amerika yang disebabkan karena kondisi ekonomindateasyarakat.”... di masyarakat itu telah
melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukseaksamal mungkin, dan pada umumnya di
ukur dari harta kekayaan yang dimiliki. Kondisi ini sepertinya pas benar dengan kondisi
masyarakat Indonesia saat ini yang mengukur kesaksseseorang cenderung dilihat dari
banyaknya harta kekayaan yang dimiliki seseorampklsalah sebenarnya apabila orang hidup
dengan bercita-cita untuk menjadi kaya, asal untakcapai cita-cita tersebut melalui cara-cara
yang benar). Yang membedakan kondisi ini antarariedia dengan Amerika yaitu : Pelanggar
undang-undang demi menjadi kaya raya di Amerikaassht itu umumnya adalah masyarakat
klas bawah dan golongan minoritas, sedangkan dinkesia , khususnya yang melanggar UULH
untuk bisa sukses memiliki banyak harta adalah araggt golongan atas yang sudah kaya

namun masih kemaruk harta.

PENUTUP

Kajian di atas sekedar menunjukkan bahwa eksistgas keberadaan suatu undang-
undang bisa sebagai faktor kriminogen timbulnyalkajan, bukan untuk menjustifikasi bahwa
UULH-lah justru sumber penyebab timbulnya kejahaiagkungan. Jika ingin memastikan
bahwa UULH sebagai penyebab utama timbulnya kegah&ihgkungan karena kelemahan-
kelemahan yang dimilikinya, hal itu perlu dikajblk lanjut. Dan tidak kalah pentingnya, bahwa

kondisi masyarakat dan tata nilai yang berlaku gastangat mempengaruhi tingkat kepatuhan
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masyarakat terhadap berlakunya suatu undang-und@erggan demikian menjadi tugas yang
cukup berat bagi pembentuk undang-undang , yadu @@duk yang dihasilkannya tidak sia-sia

aliasmubazir,maka harus benar-benar paham kondisi dan tatamalsyarakat.
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